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ABSTRAK 

 

PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN PAJAK DALAM HAL 

KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES KARYA JAYA MANDIRI 

 

Oleh: 

DIEO ARMANDO MAHARDIKA 

1901051009 

 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri yang berada di Desa 

Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran merupakan 

lembaga usaha ekonomi desa yang bergerak di bidang jasa dan dagang. Fungsinya 

mengembangkan kelompok usaha bersama untuk sarana menghasilkan produk 

agar berdaya guna bagi peningkatan ekonomi masyarakat Desa. Masalah yang 

dihadapi yaitu apakah pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan 

NPWP Badan sudah benar atau belum. Tujuan pembuatan laporan akhir untuk 

mengetahui pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal kepemilikan NPWP di 

BUMDes Karya Jaya Mandiri sudah mengikuti aturan perpajakan yang berlaku 

atau belum memahami dan masih ada kendala yang perlu diperbaiki kedepannya 

oleh pihak BUMDes Karya Jaya Mandiri. Metode yang digunakan melalui survei 

lapangan, wawancara dengan narasumber dengan mengambil beberapa data yang 

dibutuhkan dan beberapa dokumen dengan membaca literatur yang berhubungan 

dengan laporan akhir. Hasil laporan menunjukan bahwa dalam pemahaman dan 

kepatuhan pajak dalam kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya 

Mandiri belum sepenuhnya patuh, karena masih kurangnya pemahaman dalam 

mengurus berkas yang dibutuhkan untuk memiliki NPWP Badan. 

 

Kata kunci: Pajak, Pemahaman, Kepatuhan, NPWP Badan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Undang Undang Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara Pasal 4 menjelaskan bahwa Indonesia menargetkan capaian 

penerimaan pajak tahun 2022 sebesar Rp1.510 triliun. Target ini merupakan 

sumber pendapatan terbesar yang ada di Indonesia, pajak memang sudah 

menjadi keharusan bagi setiap warga negara untuk dilaksanakan kewajibannya 

dalam pembangunan Negara Indonesia. Pajak memiliki peran yang sangat 

penting, khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pembangunan. Dalam sisi lain perpajakan juga sangat penting dalam mengatur 

pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Pajak memiliki kontribusi 

besar untuk pemerintah Indonesia supaya tercapainya suatu tujuan dari 

pembangunan secara adil dan pembangunan yang dapat mensejahterakan 

masyarakat. Pajak yang dipungut dari rakyat secara paksa dengan adanya 

peraturan yang mengatur tentang perpajakan di Indonesia sehingga menjadi 

seperti sekarang. 

Kontribusi wajib pajak kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-Undang, digunakannya untuk keperluan Negara bagi kemakmuran 

rakyat. Pajak juga sebagai pungutan yang wajib dibayar dan dilaksanakan oleh 

individu maupun suatu badan dan akan digunakan untuk memenuhi 

kepentingan negara dan masyarakat umum. Manfaatnya sendiri tidak 

dirasakan secara langsung melainkan pihak-pihak yang membayar pajak akan 

merasakan dalam bentuk penyediaan fasilitas umum yang telah diberikan 

negara. 

Salah satu syarat utama untuk menjalankan kewajiban perpajakan harus 

memiliki NPWP atau Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain sebagai identitas 

Wajib Pajak, NPWP juga dapat digunakan sebagai Surat Izin Usaha 

Perdagangan (SIUP), yaitu surat izin yang diberikan oleh menteri atau pejabat 

yang ditunjuk kepada pengusaha untuk melaksanakan usaha di bidang 

perdagangan dan jasa.  
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Pembuatan surat usaha ini agar pemerintah dapat mengetahui berapa 

pendapatan yang dimiliki suatu badan usaha tersebut dalam  dan kebijakan 

pajak yang diberikan tergantung besaran pendapatan usaha yang dijalankan 

terutama bagi suatu badan hukum contohnya seperti, Badan Usaha Milik Desa 

(BUMDes) yaitu badan perekonomian desa yang berbadan hukum dibentuk 

dan dimiliki oleh Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan 

profesional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan 

kekayaan desa yang dipisahkan. 

Masih rendahnya kesadaran akan mengetahui tentang peraturan perpajakan di 

Indonesia. Hal seperti ini perlu mendapatkan bantuan pemahaman sehingga 

dapat menjadi wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan. 

Ketidatahuan tentang ketentuan dan tata cara perpajakan lebih memilih tidak 

ber-NPWP Badan karena beranggapan akan menyulitkan atau membuat 

bingung. Wajib pajak harus mempunyai kewajiban untuk mendaftar guna 

mendapatkan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). 

Pentingnya memiliki NPWP Badan agar memudahkan suatu badan usaha atau 

perusahaan dalam mengurus persyaratan administrasi perpajakan. Ketika suatu 

badan usaha telah memiliki NPWP, maka usaha tersebut dapat diakui secara 

hukum dengan memiliki legalitas atau suatu badan usaha dapat diakui oleh 

masyarakat. Karena masih rendahnya kepatuhan suatu badan dalam memiliki 

NPWP maka penting untuk mengetahui faktor apa saja yang dapat 

mempengaruhi kepemilikan NPWP Badan. 

BUMDes Karya Jaya Mandiri terletak di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan 

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran dan bergerak di bidang jasa dan dagang, 

seperti sampah, penggemukkan kambing, dan gas elpiji. Lokasi nya terletak di 

mayoritas masyarakatnya pedagang, petani, dan ahli dalam bidang ternak. 

Keadaan lingkungan desa yang masih kurang bersih dan kurangnya kesadaran 

masyarakat tentang kebersihan dalam hal pembuangan sampah di lingkungan, 

BUMDes mengajak masyarakat ikut serta dalam mengelola unit usaha tersebut 

agar memiliki potensi dan peningkatan ekonomi masyarakat di Desa. Sistem 

Perpajakan yang dijalani seperti pembayaran pajak yang ada di BUMDes 
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sudah mengikuti aturan yang berlaku dalam patuh membayar pajak, namun 

kendala yang dimiliki BUMDes Karya Jaya Mandiri belum sepenuhnya 

mematuhi kewajiban perpajakan yaitu belum mendaftarkan NPWP Badan 

yang menjadi salah satu syarat agar BUMDes tersebut berbadan hukum dan 

saat membayar pajak masih menggunakan NPWP pribadi. Seharusnya dalam 

kepemilikan identitas untuk badan sendiri sangatlah penting agar menjadi 

salah satu syarat kewajiban membayar pajak dan berbadan hukum.  

Seharusnya penerapan pemahaman dan kepatuhan memiliki NPWP di Badan 

Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri untuk mendaftarkan diri 

sebagai Wajib Pajak yang memiliki NPWP badan telah memenuhi kriteria 

yang ditentukan. Hal ini bisa dimaklumi karena pembayaran pajak tidak dapat 

dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Berdasarkan pemaparan latar 

belakang dalam pemahaman dalam kepatuhan perpajakan diatas sehingga saya 

selaku penulis mengambil judul “ PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN 

PAJAK DALAM HAL KEPEMILIKAN NPWP BADAN DI BUMDES 

KARYA JAYA MANDIRI ” 

1.2 Identifikasi Masalah 

“Bagaimana penerapan pemahaman dan kepatuhan pajak dalam hal 

kepemilikan NPWP Badan di Bumdes Karya Jaya Mandiri ?” 

1.3 Tujuan Penulisan 

1. Untuk mengetahui pemahaman pajak yang ada di BUMDes Karya Jaya 

Mandiri. 

2. Untuk mengetahui kepatuhan dalam hal kepemilikan NPWP Badan di 

BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

1.4 Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari Penulisan Laporan yang telah dibuat 

oleh penulis bagi BUMDes Karya Jaya Mandiri sebagai saran yang telah 

diberikan, dan pemahaman pajak yang dapat diterapkan bagi kepatuhan pajak 

dalam hal kepemilikan NPWP Badan di BUMDes. 

   



 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Pengertian Pajak 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak adalah kontribusi 

wajib kepada Negara oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa 

berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara 

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran rakyat. 

Pajak sebagai salah satu alat yang digunakan oleh pemerintah untuk mencapai 

suatu tujuan baik bersifat langsung dan tidak langsung dari masyarakat, yang 

berguna untuk membiayai pengeluaran pembangunan Negara. Peran pajak 

sangat penting dalam suatu Negara. Tanpa pajak mungkin suatu Negara bisa 

tidak seimbang pengelolaan keuangan untuk suatu Negara. Sehingga suatu 

Negara melaksanakan perpajakan dengan ketentuan yang berlaku. Definisi 

mengenai pajak dari beberapa ahli dalam bidang perpajakan sendiri banyak 

yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama(Resmi, 2019a).  

Menurut Rochmat Soemitro “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara 

berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak 

mendapatkan jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan 

dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.” 

Menurut S. I. Djajadiningrat “Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan 

sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, 

kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan 

sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat 

dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung 

untuk memelihara kesejahteraan secara umum.” 

Beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa ahli dapat 

disimpulkan bahwa terdapat ciri-ciri pengertian pajak yaitu sebagai berikut: 

a. Pajak merupakan kontribusi wajib warga Negara. 

b. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang. 
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c. Iuran wajib yang bersifat dapat dipaksakan. 

d. Iuran dari rakyat kepada Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan 

barang). 

e. Pajak dipungut oleh Negara, baik pemerintah pusat maupun pemerintah 

daerah. 

f. Pajak digunakan sebagai kepentingan umum, membiayai pengeluaran 

pemerintah guna kepentingan Negara. 

2.2 Fungsi Pajak 

Khususnya dalam pembangunan, pajak mempunyai peran yang sangat penting 

bagi kehidupan bernegara. Pajak merupakan sumber pendapatan bagi Negara 

untuk membiayai semua pengeluaran, termasuk pengeluaran pembangunan. 

Pajak mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut (F. Yulianti, 2021): 

a. Fungsi Anggaran (budgetair) 

Pajak sebagai alat yang kegunaan nya untuk memasukan dana sebesar-

besarnya ke kas Negara. Jadi pajak lebih menjurus sebagai alat penarik dana 

dari masyarakat untuk diberikan dan dimasukkan pada kas Negara, dalam 

artian mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai undang-undang 

yang berlaku untuk membiayai pengeluaran Negara. 

Sumber pendapatan untuk membiayai pengeluaran Negara dan melaksanakan 

pembangunan, juga digunakan untuk pembiayaan rutin. Pembiayaan yang 

dapat dikategorikan seperti belanja pegawai, belanja barang. 

b. Fungsi Mengatur (regulerend) 

Fungsi mengatur dimaksudkan bahwa fungsi pajak sebagai suatu alat 

penggerak bagi masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan 

kesejahteraan rakyat. Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak 

sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam 

bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar 
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bidang keuangan baik dalam bidang ekonomi, sosial, kultural, maupun dalam 

bidang politik. 

Pemerintah menggunakan sistem pajak seperti ini untuk mendorong dan 

mengendalikan kegiatan masyarakat agar bisa mengikuti keinginan 

pemerintah dan sejalan dengan apa yang direncanakan, walaupun dari sisi 

penerimaan (fungsi anggaran) tidak menguntungkan sebagai pemasukan ke 

kas Negara. 

2.3 Jenis Pajak 

Terdapat berbagai jenis pajak yang terdiri dari tiga kelompok, menurut 

golongan, sifat dan menurut lembaga pemungutan, yaitu (Resmi, 2019b): 

a. Pajak memiliki dua golongan, terdiri dari: 

1) Pajak Langsung, pajak yang dikenakan secara berkala terhadap orang 

pribadi atau badan dengan surat ketetapan pajak, yang harus ditanggung 

sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat diserahkan kepada orang lain, 

harus menjadi beban bagi wajib pajak yang bersangkutan. Contoh: PPh, 

PPN, PPnBM, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan Bea Materai. 

2) Pajak Tidak Langsung, pajak ini dapat dibebankan atau diserahkan ke 

orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika memiliki 

suatu kegiatan, peristiwa, atau suatu perbuatan yang dapat menyebabkan 

terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa. 

b. Pajak menurut sifatnya, dikelompokkan atas: 

1) Pajak Subjektif, pajak yang memperhatikan keadaan subjeknya atau 

keadaan pribadi Wajib Pajak 

2) Pajak Objektif, pajak yang memperhatikan objeknya baik berupa denda, 

keadaan, perbuatan, atau pun peristiwa yang menimbulkan kewajiban 

membayar pajak, tanpa memperlihatkan keadaan pribadi atau tempat 

tinggal Wajib Pajak. 
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c. Pajak berdasarkan Lembaga Pemungutan, dikelompokan menjadi dua 

yaitu (Yulianti, 2018): 

1) Pajak Pusat 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga negara pada umumnya. 

2) Pajak Daerah 

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik dari daerah tingkat I 

(pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) yang 

digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing. 

2.4 Wajib Pajak 

Wajib Pajak atau sering disingkat dengan sebutan WP adalah orang pribadi 

atau badan, dalam meliputi membayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut 

pajak, yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia (Kementerian 

Keuangan, 2017).  

Dapat dikatakan bahwa wajib pajak atau disingkat WP adalah subjek pajak 

yang bisa berupa wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan 

untuk melakukan kewajiban perpajakan contohnya seperti pemungut pajak 

atau pemotongan pajak tertentu. 

2.4.1 Jenis Wajib Pajak 

1. Wajib Pajak Orang Pribadi 

Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang berada di Indonesia dan 

memiliki penghasilan atau usaha sendiri yang penghasilannya diatas 

pendapatan tidak kena pajak (PTKP). 

2. Wajib Pajak Badan 

Wajib Pajak Badan adalah kumpulan orang atau badan usaha dengan 

membentuk suatu usaha yang meliputi Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan nama 



8 

 

 

 

dalam bentuk koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi, lembaga atau 

lainnya. 

2.5 Manfaat Pajak 

Pajak sebagai sumber utama penerimaan Negara. Tanpa pajak, sebagian 

kegiatan Negara Indonesia sulit dilaksanakan, penggunaan uang pajak sebagai 

belanja pegawai sampai pembiayaan suatu pembangunan. Pembangunan yang 

menggunakan uang yang berasal dari pajak seperti jalan, jembatan, rumah 

sakit, dan kantor-kantor. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat mutlak 

dalam melaksanakan suatu kewajiban perpajakan secara baik dan benar. 

2.6 Pengertian NPWP 

Kewajiban wajib pajak adalah mendaftarkan perseorangan atau badan untuk 

memperoleh NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). NPWP adalah nomor yang 

diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 

yang berguna sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam 

melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 

2013). NPWP biasanya digunakan untuk melakukan transaksi terkait 

perpajakan. Hal yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak 

diharuskan mencantumkan NPWP. 

Setiap wajib pajak diberikan satu Nomor Pokok Wajib Pajak. NPWP terdiri 

dari 15 digit, 9 digit pertama adalah kode wajib pajak sedangkan 6 digit 

berikutnya merupakan kode administrasi perpajakan. Kode ini menjamin agar 

data perpajakan tidak tertukar dengan wajib pajak lainnya. guna menjaga 

ketertiban dalam pembayaran pajak serta dalam pengawasan administrasi 

perpajakan (Resmi, 2019a).  

2.7 Fungsi NPWP 

Berikut merupakan fungsi jika suatu badan telah memiliki NPWP, antara 

lain: 

1. Mengetahui identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 

perpajakan. 

2. Sebagai sarana administrasi perpajakan. 
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3. Menjaga ketertiban pembayaran pajak. 

4. Untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan. 

2.8 Dasar Hukum Nomor Pokok Wajib Pajak 

Berikut merupakan dasar hukum jika suatu badan telah memiliki NPWP, 

antara lain: 

1. Undang-Undang KUP Pasal 2 Ayat 1-5 

2. Dasar hukum Nomor Pokok Wajib Pajak yang berlaku saat ini di 

Indonesia adalah Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-

20/PJ/2013 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Nomor Pokok 

Wajib Pajak, Pelaporan Usaha dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, 

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Pencabutan Pengukuhan 

Kena Pajak, serta Perubahan Data dan Pemindahan Wajib Pajak. 

2.9 Yang Wajib Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak 

Berikut yang wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak, antara lain 

(Kementerian Keuangan, 2015) : 

1. Orang Pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, paling 

lambat 1 (satu) bulan setelah saat usaha, atau pekerjaan tersebut telah 

dilakukan. 

2. Orang Pribadi yang tidak menjalankan usaha/pekerjaan dan memperoleh 

penghasilan di atas PTKP, paling lambat pada akhir tahun berikutnya 

setelah penghasilan wajib pajak tersebut yang disetahunkan telah melebihi 

PTKP. 

3. Badan yang memiliki kewajiban sebagai pembayar pajak, paling lambat 

satu bulan setelah pendirian. 

4. Badan yang hanya memiliki kewajiban perpajakan sebagai pemotong atau 

pemungut pajak, paling lambat satu bulan setelah pendirian. 

5. Bendahara yang ditunjuk sebagai pemotong dan/atau pemungut pajak, 

paling lambat pendaftaran NPWP adalah sebelum melakukan pemotongan 

atau pemungutan pajak. 



10 

 

 

 

2.10 Syarat-Syarat Mengajukan Permintaan Nomor Pokok Wajib Pajak 

Berikut merupakan syarat-syarat jika mengajukan permintaan ber-NPWP, 

antara lain (Kementerian Keuangan, 2015): 

1. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas: 

a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya. 

b) Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap. 

2. NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha atau 

pekerjaan bebas:  

a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya. 

b) Identitas keterangan tempat tinggal sementara/tetap. 

c) Surat pernyataan keterangan kegiatan usaha dan lokasi kegiatan. 

3. NPWP bagi wajib pajak badan: 

a) Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau Kartu Identitas lainnya 

dari salah satu pengurus. 

b) Akta Pendirian atau menggunakan SK Pembentukan/Pendirian usaha. 

2.11 Pemahaman Pajak 

Pemahaman merupakan suatu pemikiran bagi individu atau kelompok untuk 

mengerti akan suatu konsep, pemahaman ini terbentuk dari adanya proses 

belajar atau mengetahui dari sumber yang memberikan materi. Pemahaman 

pajak merupakan proses memahami dan mengerti peraturan dan undang-

undang serta tata cara perpajakan dan dapat menerapkannya pada diri sendiri. 

Manfaatnya dapat dirasakan secara baik bagi setiap Wajib Pajak untuk 

kepentingan dalam memahami konsep perpajakan yang berlaku. 

Ada beberapa pemahaman yang mendukung Wajib Pajak untuk meningkatkan 

kepatuhan yaitu: 

1. Melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada suatu badan atau 

sekumpulan orang yang mendirikan UMKM. 
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2. Memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak yang telah paham adanya 

pajak dan isi peraturan yang berlaku kepada Wajib Pajak yang masih 

kurang paham. 

2.12 Kepatuhan Wajib Pajak 

Kepatuhan berasal dari kata patuh yang artinya taat terhadap peraturan yang 

telah diberikan atau dibuat bagi setiap orang. Kepatuhan adalah sikap yang 

ada pada diri sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab terhadap aturan-

aturan yang berlaku.  

Kepatuhan bagi Wajib Pajak sendiri untuk memenuhi semua kewajiban 

perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan nya dalam pemenuhan 

kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang ada. Tindakan ini 

sebagai bukti bahwa kita patuh dan sadar akan peraturan-peraturan dan 

ketertiban dalam sarana administrasi maupun kepemilikan suatu identitas 

sebagai Wajib Pajak. 

Kepatuhan menurut Liberti Pandiangan mengatakan bahwa kepatuhan 

perpajakan bagi Wajib Pajak sebagai berikut “Kepatuhan Wajib Pajak (WP) 

melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan salah satu ukuran kinerja WP 

di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Artinya, tinggi 

rendahnya kepatuhan WP akan menjadi dasar pertimbangan DJP dalam 

melakukan suatu pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut 

terhadap Wajib Pajak. Misalnya, apakah akan dilakukan himbauan atau 

konseling atau penelitian atau pemeriksaan dan lainnya seperti penyidikan 

terhadap WP.” 

Jenis-jenis kepatuhan bagi Wajib Pajak menurut Devano dan Kurnia dibagi 

menjadi dua jenis : 

a. Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi 

kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan Undang-undang 

Perpajakan. 

b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara 

substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan yaitu sesuai isi 

dan jiwa Undang-undang pajak kepatuhan material juga dapat meliputi 

kepatuhan formal. 
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2.13 BUMDes 

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 menjelaskan bahwa Badan 

Usaha Milik Desa atau biasa disingkat BUMDes resmi ditetapkan sebagai 

badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna 

mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan 

produktivitas, menyediakan jasa pelayanan atau jenis usaha lainnya untuk 

sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Kementerian Keuangan, 

2021).  

BUMDes menjadi salah satu usaha atas permasalahan yang biasanya terjadi di 

desa terutama di lingkup masyarakat agar memajukan perekonomian desa dan 

dapat memperoleh Pendapatan Asli Desa (PADes). BUMDes sendiri dapat 

meningkatkan perekonomian dan potensi desa melalui pertanian, peternakan, 

simpan pinjam, perkebunan, dan wisata. Badan Usaha Milik Desa dapat 

didirikan dalam bentuk Usaha Bersama (UB), tetapi bukan koperasi, PT, CV 

atau lembaga keuangan. BUMDes adalah kegiatan di bidang ekonomi 

dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUMDes. 

BUMDes dibagi menjadi dua, yaitu BUMDes dan BUM Desa Bersama. BUM 

Desa didirikan oleh satu Desa berdasarkan Musyawarah Desa dan 

pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Sedangkan BUM Desa 

bersama didirikan oleh dua Desa atau lebih berdasarkan Musyawarah Antar 

Desa dan pendiriannya ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa. 

BUM Desa bersama didirikan berdasarkan kesamaan potensi, kegiatan usaha, 

atau kedekatan wilayah. 



 

 

 

 

BAB III 

METODE PENULISAN 

3.1 Desain Penulisan 

Melakukan penulisan agar berjalan dengan lancar dibutuhkan perencanaan 

penelitian atau biasa disebut dengan Desain Penulisan. Keberhasilan suatu 

penulisan yang dimulai dari proses hingga selesai menjadi strategi agar desain 

penulisan tersebut bisa didapatkan dengan baik. Dalam pembuatan laporan ini 

penulis menggunakan penulisan yang bersifat Deskriptif Kualitatif, data yang 

dikumpulkan berasal dari wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, dan 

dokumen yang mendukung. Tujuan menggunakan Penulisan bersifat 

Deskriptif Kualitatif agar penulis dapat menggambarkan kondisi keadaan yang 

terjadi. 

3.2 Sumber Data 

Sumber Data yang digunakan untuk penelitian ini berupa: 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data ini dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan dokumentasi 

yang berasal dari sumbernya. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data ini bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, 

laporan, atau dokumen yang tersedia untuk penelitian, biasanya data ini 

bersifat tetap. 

3.3 Cara/Langkah Penulisan 

1) Wawancara, bertanya tentang kondisi BUMDes dan mengamati masalah 

yang ada di BUMDes Karya Jaya Mandiri agar menghasilkan suatu 

informasi. 

2) Mengumpulkan data-data yang ada di BUMDes untuk diamati. 

3) Membuat rumusan masalah yang sedang terjadi atau kendala yang dimiliki 

oleh BUMDes. 

4) Membuat rencana/tujuan untuk mencapai masalah tersebut dan diberikan 

kepada BUMDes. 

5) Menyusun masalah tersebut menjadi terencana dan dapat direalisasikan. 
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6) Membuat kesimpulan dan memberi saran kepada direktur BUMDes. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan penulis untuk pengumpulan data, sebagai berikut: 

1) Metode Wawancara 

Metode ini dilakukan penulis untuk tanya jawab dan mengambil data-data 

yang diperlukan melalui wawancara dari narasumber atau direktur 

BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

2) Metode Observasi 

Metode ini dilakukan penulis untuk pengamatan secara langsung di 

lapangan agar mengetahui unit usaha apa saja yang ada di BUMDes Karya 

Jaya Mandiri. 

3) Metode Perpustakaan 

Metode ini di dapat dari beberapa dokumen dan membaca literatur yang 

tersedia. 

3.5 Objek Kerja Praktik 

3.5.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik 

a. Lokasi 

Lokasi Praktik Kerja Lapangan penulis berada di BUMDes Karya Jaya 

Mandiri yang terletak di Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan Tegineneng, 

Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. 

b. Waktu Kerja Praktik 

Waktu Pelaksanaan : Tanggal 17 Januari – 04 Maret 2022 

3.5.2 Gambaran Umum BUMDes 

A. Profil singkat BUMDes 

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Jaya Mandiri merupakan lembaga 

usaha ekonomi desa milik Pemerintah Desa Batang Hari Ogan, Kecamatan 

Tegineneng, Kabupaten Pesawaran. Yang didirikan pada tanggal 17 Oktober 

2017 namun baru terealisasi melalui forum musyawarah desa yang dihadiri 

perwakilan masyarakat, Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan 

lembaga kemasyarakatan lainnya. Berdasarkan potensi yang sudah ada di 

masyarakat, maka untuk mendirikan BUMDes sudah sangat cukup tanpa perlu 
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mencari-cari jenis usaha yang bisa di kembangkan. Karena usaha yang sudah 

dilakukan masyarakat bisa disinergikan dengan BUMDes, dengan semangat 

untuk berkembang bersama. Unit usaha yang dijalankan BUMDes Karya Jaya 

Mandiri terdiri dari Pengelolaan Sampah Rumah Tangga, Penggemukan 

Kambing, dan Gas Elpiji. Unit usaha baru yang ingin dikembangkan 

BUMDEs Karya Jaya Mandiri adalah ATK (Alat Tulis Kantor). 

Bumdes Karya Jaya Mandiri mengembangkan bentuk kewirausahaan sosial 

yang merupakan penggabungan kegiatan sosial dan kegiatan bisnis bisa 

dikembangkan untuk kegiatan untuk mencari potensi desa melalui 

pemberdayaan kelompok usaha produk dengan tetap menjunjung asas 

kebersamaan dan kekeluargaan bisa menjadi pendorong yang besar bagi 

percepatan kemajuan perekonomian desa. 

B. Struktur Organisasi 

Susunan organisasi kepengurusan BUMDes Karya Jaya Mandiri Desa Batang 

Hari Ogan terdiri dari: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur Organisasi BUMDes Karya Jaya Mandiri 
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 Tugas dan wewenang bagi setiap pengurus : 

1. Komisaris 

a. Memimpin dalam melaksanakan musyawarah 

b. Memberikan keputusan setelah dilakukannya musyawarah 

c. Menyusun kinerja bagi setiap pengurus BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

d. Memiliki hak untuk memberikan penilaian pada kinerja pengurus 

BUMDes yang dipimpinnya. 

e. Mengawasi dan memberikan pendapat dalam mengambil keputusan. 

2. Direktur 

a. Mengurus dan mengelola BUMDes Karya Jaya Mandiri dengan tujuan 

yang telah dibuat.  

b. Menjalankan kepengurusan dengan kebijakan yang tepat.  

c. Membuat dan Memastikan rencana yang telah disusun sedang 

dilaksankan dengan baik. 

d. Mengontrol operasional BUMDes.  

e. Mengangkat pengurus sebagai anggota BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

3. Sekretaris 

a. Melaksanakan pengelolaan urusan surat-surat penting.  

b. Menyusun Laporan Keuangan BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

c. Membantu melaksanakan rencana program yang dibuat. 

d. Melaksanakan tugas pada bagian administratif. 

4. Bendahara 

a. Menyusun rencana anggaran BUMDes Karya Jaya Mandiri. 

b. Menyusun pembukuan dan laporan. 

c. Menyusun Laporan Keuangan BUMDes Karya Jaya Mandiri. 
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d. Melaksanakan pengelolaan operasional unit usaha BUMDes. 

e. Mengatur dan mengelola aliran dana yang tersedia atau terpakai. 

5. Kepala Unit Kambing 

Bertugas untuk mengawasi dan mengurus penggemukan kambing-

kambing yang tersedia bagi BUMDes untuk dijual kembali kepada 

konsumen yang ingin membeli kambing yang ada di BUMDes Karya Jaya 

Mandiri. 

6. Kepala Unit Gas 

Mengkoordinir dan mengarahkan kegiatan penjualan gas ke kios atau 

warung yang ada di sekitaran Desa Batang Hari Ogan untuk dijual kepada 

konsumen. 

7. Kepala Unit Sampah 

Melaksanakan tanggung jawab berkeliling mengangkut sampah ke setiap 

rumah-rumah warga dan beberapa tempat pembuangan sampah yang telah 

disediakan 

Ketiga kepala unit diatas bertugas sebagai yang mengkoordinir dan 

mengurus unit-unit yang dimiliki untuk dikerjakan agar beroperasi dengan 

baik, dan dapat mempertanggung jawabkan. 

C. Visi dan Misi Bidang Usaha BUMDes 

a) Visi BUMDes Karya Jaya Mandiri 

Terwujudnya Kemandirian masyarakat menuju masyarakat yang sejahtera 

berlandaskan Iman dan Taqwa Kepada Allah SWT. 

b) Misi BUMDes Karya Jaya Mandiri 

1. Mendorong berkembangnya usaha-usaha untuk meningkatkan pendapatan 

masyarakat. 

2. Menampung berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ditekuni masyarakat. 
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3. Mendorong dan memfasilitasi proses penguatan kelembagaan usaha 

masyarakat. 

4. Menciptakan ruang dan peluang terhadap upaya pemberdayaan masyarakat 

miskin untuk meningkatan kesejahteraan. 

5. Meningkatkan kemampuan kelembagaan masyarakat dalam mengelola 

kegiatan usaha dan pertanggungjawaban keuangan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan keseluruhan hasil tentang Pemahaman dan Kepatuhan Pajak 

dalam hal Kepemilikan NPWP Badan di BUMDes Karya Jaya Mandiri, maka 

kesimpulan yang dapat penulis berikan yaitu, pemahaman pajak pada 

BUMDes Karya Jaya Mandiri sudah cukup baik dalam melaksanakan hak dan 

kewajiban peraturan perpajakan yang berlaku. Tetapi penerapan pemahaman 

tersebut belum sepenuhnya dilaksanakan karena yang menjadikan BUMDes 

Karya Jaya Mandiri tidak patuh untuk memiliki NPWP hanya kurangnya 

pemahaman tata cara pendaftaran pembuatan NPWP Badan secara online atau 

langsung ke kantor pajak dan belum mengetahui berkas apa saja yang 

diperlukan untuk melakukan pendaftaran. Penulis sudah membantu 

menyiapkan berkas BUMDes Karya Jaya Mandiri agar mendaftarkan NPWP 

Badan yang dilakukan secara online. Selain itu adanya penulisan ini dapat 

memberikan informasi mengenai pemahaman dan kepatuhan terhadap 

kepemilikan NPWP Badan, perlu diketahui berkas apa saja yang dibutuhkan 

ketika sebagai Wajib Pajak yang kurang paham tentang apa saja yang perlu 

dipersiapkan jika ingin mendaftarkan diri untuk membuat NPWP Badan. 

5.2 Saran 

Sesuai dengan judul Tugas Akhir dan berdasarkan penelitian yang dilakukan, 

penulis memberikan saran kepada BUMDes sebagai berikut : 

1. Diperlukan penyuluhan perpajakan di BUMDes Karya Jaya Mandiri guna 

kepentingan bersama, agar dapat meningkatkan pemahaman pajak yang 

ada pada pengurus BUMDes akan pentingnya kepatuhan dalam hal 

kepemilikan NPWP Badan. 

2. Jika sudah patuh dan memiliki NPWP Badan, BUMDes Karya Jaya 

Mandiri wajib melaporkan pembayaran pajak yang sebelumnya memakai 

NPWP Pribadi beralih ke NPWP Badan. 
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